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PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.WGP.

s S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang
diajukan oleh:

Pemohon |, NIK. 5311163105950005, lahir di Mangili, tanggal 31 Mei 1995,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat
kediaman di RT.08 RW.03, Desa lailunggi, Kecamatan

Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK. 53111065607990003, lahir di lailunggi, tanggal 16 Juli 1999,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat
kediaman di RT.08 RW.03, Desa lailunggi, Kecamatan
Pinupahar, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
4 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu,
Nomor: 8/Pdt.P/2020/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan
uraian/alasan sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2019, Para Pemohon melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam di rumah tokoh agama yang bernama H. S

Halaman 1 dari 16 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Al Gadrie di Jalan Muara pantai Depan Masjid Al Muahijirin Pakanburung
Kelurahan kamalaputi Kecamatan Kota Waingapu kabupaten Sumba timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Perjaka umur 23
tahun dan Pemohon Il berstatus Perawan,umur 20 tahun, Karen orang tua
Pemohon Il beragama Kristen maka akad nikah diwakilkan oleh HS Umar Al
Gadrie dan dilangsungkan dengaan wali nikah tokoh agama yang bernama H. S
Umar Al Gadrie di hadiri 2 (dua ) orang saksi yang bernama Harun Ibrahim bin
Ibrahim Ndapa dan Rijal mUbarak bin Hinggu Meha rangga, dengan maskawin
berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan
dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang — undangan yang
berlaku ;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pihak tidak mempunyai kutipan
akta nikah karena :

a. Adat istiadat yang belum selesai (belis);

b. Orang uta pemohon Il tidak setuju atas pernikahan anaknya karena

Pemohon Il menjadi Muallaf;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Satu orang anak
bernama Fatima Ndunga Ramadhan Jenis Kelamin perempuan, umur 1 tahun ;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya ;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan
dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini Para
Pemohon tetap beragama Islam ;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku ;
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Berdasarkan hal — hal tersebut di atas,Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Waingapu Cqg.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
Primair :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon ) dengan
Pemohon Il (Indra Huru Hida binti Ndawa Kambombu) yang dilangsungkan pada
tanggal 01 Pebruari 2019 di rumah HS. umar Al Gadrie, jalan muara pantai
depan masjid muhajirin pakanburung kelurahan kamalaputi, kecamatan Kota
waingapu, kabupaten Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
Subsidair :
Jika Pengadilan berpendapat lain,mohon menjatuhkan penetapan lain yang
seadil — adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah
hadir di persidangan lalu Majelis Hakim menasehati para Pemohon berkaitan
dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan
para pemohon dengan ditambah keterangan sebagaimana tertuang dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor
5311012303920010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten
Sumba Timur sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor
5311166504940002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten
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Sumba Timur sebagaimana dalam surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Islam oleh Pemohon I, Tertanggal
19 Maret 2014 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan masuk agama Islam oleh Pemohon II, Tertanggal
19 Maret 2014 surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan
saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harun Ibrahim bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 15 Juli
1961 agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di JI.
Hasanuddin RT. 03 RW. 02 Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur;
setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
beikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon | adalah

ponaka dari istri saksi;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tahun 2019;

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di kamalaputi;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir

sabagai saksi nikah pada saat Para Pemohon menikabh;

- Bahwa setahu saksi Pemohon Il telah beragama Islam sebelum

melaksanakan akad nikah;

- Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah Bapak H. Hasan Al Gadri;

- Bahwa saksi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il adalah

bapak harun dan bapak Rijal
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- Bahwa saksi lupa bentuk mahar pada pernikahan Para Pemohon,
yang saksi ingat adalah maharnya dibayar tunai;

- Bahwa saksi mendengar langsung ada ljab dan Qobul dari wali dan
Pemohon | pada saat pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap
pernikahan para pihak;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab
yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan
nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Rofigah binti Ndawa Mara Wali, tempat dan tanggal lahir Karera
Jangga, 06 April 1974, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan
Hasanuddin RT.03 RW.02, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota
Waingapu, Kabupaten Sumb

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon | adalah
keluarga Ponakan saksi;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan keduanya dalah muallaf;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tahun
tangggal 1 Pebruari 2019;

- Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan
Kamalaputi;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut karena saksi hadir pada
saat Para Pemohon menikah;

- Bahwa setahu saksi Pemohon Il adalah Mualaf karena sebelum
melaksanakan akad nikah membuat surat pernyataan masuk Islam secara
tertulis;

- Bahwa wali nikah Pemohon Il adalah Bapak H. Hasan Al Gadri yang
diminta oleh para pemohon untuk menjadi wali;

- Bahwa saksi pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il adalah

Suami saksi bernama bapak Harun dan bapak Rijal dan Bapak Ali;
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- Bahwa saksi lupa bentuk mahar pada pernikahan Para Pemohon,

yang saksi ingat adalah maharnya dibayar tunai;

- Bahwa saksi mendengar langsung ada ljab dan Qobul dari wali dan

Pemohon | pada saat pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan terhadap

pernikahan para pihak;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab

yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam setelah menikabh;

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan

nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-
buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
permohonannya kemudian para pemohon pada akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara
persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian

yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang bahwa Pemohon | dan Pemohon II mengajukan permohonan
Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946
jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan
kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat

bahwa permohonan dimaksud dapat diterima;
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Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam permohonannya pada
pokoknya ~memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon 1l yang dilaksanakan pada tanggal 01 Pebruari 2019
di rumah tokoh agama yang bernama H.S Umar Algadrie di Pakamburung,
Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon
| dan Pemohon Il telah mengajukan bukti surat P1, sampai P4 dan dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan
keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon | dan Pemohon Il, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil
Pemohon | dan Pemohon Il adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri,
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon | dan Pemohon I,
oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mempunyai kesamaan,
dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga
keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon I, bukti
P dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 01 Pebruari
2019di rumah tokoh agama yang bernama H.S Umar Al Gadri, di Pakamburung,
Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah H.S Umar Algadri,,

karena ayah kandung pemohon Il beragama Kristen;
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3. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wakil wali
dan Pemohon I, disaksikan oleh Harunlbrahim dan Rijal Mubarak, dengan mas
kawin berupa cincin emas 2 gram dan dibayar tunai;

4. Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon | berstatus perjaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan nasab,
semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat
Islam;

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai' dan tetap beragama
Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum dicatat oleh Pegawai

Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut
adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan
perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon | dan Pemohon Il telah

melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama
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Islam, namun Pemohon | dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut
pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il belum diakui sah secara administratif
yang akan "berakibat terkendalanya Pemohon | dan Pemohon Il mendapatkan™
hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il harus
ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan perkara tersebut,
Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat
perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah
apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai
dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan
Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan
hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan
perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam
ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum
Islam, serta al-Quran surat Al-Bagarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22
sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayat kan Ibn Hibban dari Aisyah
R.A., berbunyi :

L it e 215 o Ol Log Jas sanlivg os Y 2l Y Jbl 98

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan

manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;
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Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi dalam ijabnya diwakilkan
kepada H.S Umar Al Gadrie, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
keabsahan dari wali nikah Pemohon Il tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi
Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu
rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak
untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan
wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya
susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat
laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah
dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara
laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan
keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah
kakek, dan keturunan laki-laki mereka.(Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21
Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak
memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna
wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali
nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda
agama atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya

atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1)
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Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayat Ibn Hibban dari Aisyah R.A
berbunyi;

al &5 Y 53 &5 Hlaliul
Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas,
adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk, Kepala
Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementrian Agama
Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang bertindak sebagai wali
nikah Pemohon Il adalah bukan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat
(1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2005, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh
wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali
hakimnya tidak ada atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau tidak
dapat dilaksanakan dengan wali hakim di mana perkawinan dilaksanakan, maka
dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam.

Menimbang, bahwa wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh
kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan mereka.

Menimbag, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayid Sabig dalam
kitab Al Fig Al Sunnah Jilid 3 halaman 136 yang menjelaskan tentang keadaan yang
membolehkan dilaksanakannya perkawinan dengan wali muhakkam sebagai
berikut yang artinya:

“ Al Qurthubi berpendapat ‘jika seorang perempuan tinggal di tempat yang tidak
ada sultan (wali hakim) dan tidak pula mempunyai wali (nasab),

maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya
untuk mengakadkannya. Dalam keadan demikian tetangga tersebut telah menjadi
wali, karena setiap orang tentu perlu kawin, dan untuk melak-sanakannya
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hendaklah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Syafii berpendapat bahwa apabila
dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia
menyerahkannya/mewakilkannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya,
maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim.
Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu
sendiri”;

Dalam hal ini majelis sependapat dengan doktrin ulama dalam kitab fikih sunnah
tersebut dan diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan
fakta bahwa pada waktu pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dinikahkan
oleh wali nasab ataupun wali hakim maka pengangkatan H.S Umar Al Gadrie
sebagai wali nikah Pemohon Il adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon
dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (masyagqgah)
yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali, sehingga jika tidak segera
dinikahkan, Pemohon | dan Pemohon II dikhawatirkan akan melanggar norma-
norma hukum dan norma agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan H.S Umar Algadrie sebagai
wali nikah oleh Pemohon | dan Pemohon Il adalah sah, maka dengan demikian
perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang
jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan
itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan
yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan
Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, beralasan bagi
majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus
ada kepentingan yang nyata,dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon |

dan Pemohon Il belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinan
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mereka. Tidak adanya buku nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti nyata bagi
Pemohon | dan Pemohon Il memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan
ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan Pemohon | dan
Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon | dan Pemohon I
sebagimana tercantum dalam surat permohonan vyaitu di Desa Lailunggi,
Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan terdekat, domisili para Pemohon tersebut
berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum

islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon I) dengan

Pemohon II' (Pemohon IlI) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Pebruari
2019 di Rumah H.S Umar Al Gadrie di Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan
Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini sejumlah Rp 116.000-, (seratus enam belas ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 September
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Burhanudin Manilet, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.l. serta Mohammad Abrori
Setyanugraha, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis
Majelis tersebut dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai panitera

pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet S.Ag

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Anugrah Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.
Hajrianto,

S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Halaman 14 dari 16 Penetapan No. 8/Pdt.P/2020/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.000,-

p
Biaya Proses R 50.000,-

p
Biaya PNBP : Rp 20.000,-
panggilan
Biaya : Rp 10.000,-
Redaksi
Biaya Materai R 6.000,-

p

Jumlah R  116.000-
p

(seratus enam belas ribu rupiah)
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